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BAB III 

PELAKSANAAN PENARIKAN PERSENAN TANAH PERSILAN 

OLEH POLISI HUTAN DI DESA TENGGIRING KECAMATAN 

SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN 

 

A. Gambaran Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian penulis adalah di Desa Tenggiring Kecamatan 

Sambeng Kabupaten Lamongan. Dalam hal ini akan dibahas mengenai 

beberapa hal antara lain ialah batas wilayah antara Desa Tenggiring dan desa 

lainnya, luas wilayah Desa Tenggiring, keadaan penduduk Desa Tenggiring, 

keadaan sosial agama warga Desa Tenggiring, keadaan sosial pendidikan 

warga Desa Tenggiring, keadaan sosial ekonomi warga Desa Tenggiring. 

1. Batas wilayah Desa Tenggiring 

Sebagai lembaga pemerintahan yang terkecil dalam struktur 

pemerintahan, Desa Tenggiring adalah sebuah desa kecil yang terletak 

di tengah-tengah dari beberapa desa lainnya, antara lain yaitu: 

Sebelah utara  : Desa Ardirejo 

Sebelah selatan  : Desa Wateswinangun 

Sebelah timur  : Desa Kedungwangi 

Sebelah barat  : Desa Semampirejo.  

Meskipun memiliki letak yang bersebelahan, desa-desa tersebut 

terletak pada satu kecamatan yang sama yaitu Kecamatan Sambeng dan 
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Kabupaten Lamongan.59 

2. Keadaan sosial agama 

Dari keseluruhan penduduk yang ada di Desa Tenggiring, 

semuanya menganut agama Islam, hal ini didukung dengan adanya 1 

masjid dan 8 mushola/langgar untuk tempat beribadah atau menunjang 

kegiatan agama penduduknya.  

Selain itu, masyarakat Tenggiring juga memiliki kegiatan 

keagamaan antara lain jama’ah tahlil perempuan dari golongan orang tua 

atau nenek-nenek yang biasa disebut dengan jam’iyah muslimat dan 

jama’ah tahlil laki-laki dari golongan bapak-bapak dan kakek-kakek, 

jam’iyah yasin (fatayat) dari golongan ibu-ibu, IPNU-IPPNU yang 

beranggotakan kawula muda-mudi Desa Tenggiring, dan beberapa 

kegiatan lainnya seperti dhiba’an yang diadakan di mushola masing-

masing dusun secara bergiliran. 

3. Keadaan sosial pendidikan 

Dalam rangka mencapai tujuan untuk mencerdaskan bangsa, 

pemerintah senantiasa memperhatikan lembaga pendidikan, bahkan 

sampai pendidikan yang ada di pelosok desa sehingga masyarakat 

mempunyai kesempatan untuk belajar baik melalui pendidikan formal 

maupun pendidikan non formal.  

Begitu juga yang ada di Desa Tenggiring Kecamatan Sambeng 

Kabupaten Lamongan, masyarakat disini begitu memperhatikan 

                                                 
59 Markum (Kepala Desa), Wawancara, 20 Mei 2015. 
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pendidikan bagi anak-anak mereka, terlebih dalam pendidikan ilmu 

agama, hal ini dibuktikan dengan banyaknya anak didik yang sudah lulus 

Sekolah Dasar atau setingkat langsung disaftarkan ke Pondok Pesantren 

oleh orang tua mereka, baik itu Pondok Pesantren yang murni salaf 

ataupun Pondok Pesantren yang telah membuka pendidikan formal. 

Adapun sarana pendidikan yang ada di Desa Tenggiring Kecamatan 

Sambeng Kabpaten Lamongan terdiri dari 2 PAUD, 2 TK, 2 MI, 2 SD, 

dan 1 TPQ. 

4. Keadaan sosial ekonomi 

Perekonomian masyarakat Desa Tenggirng sebagian besar adalah 

ditunjang dari hasil pertanian,  karena Desa Tenggiring sendiri tergolong 

sebagai daerah yang dikelilingi oleh area persawahan di sekitar desanya. 

Bagi mereka yang memiliki atau yang tidak memiliki sawah tetap 

bekerja sebagai petani dan buruh tani. Bagi mereka yang memiliki 

pekerjaan lain tetap saja pekerjaan yang kebanyakan dilakukan warga 

Desa Tenggiring adalah sebagai petani, oleh karena itu meskipun 

mereka memiliki pekerjaan sampingan tetap saja mereka tidak 

meninggalkan pekerjaannya sebagai petani. Hasil pertanian yang mereka 

tanam antara lain seperti padi, jagung, kacang tanah, dan juga tembakau. 

Mengenai pendapatan untuk setiap perkapita dari sektor 

pertanian untuk setiap rumah tangga pertanian adalah sekitar Rp 50.000. 

pendapatan tersebut tidak selalu sama karena dilihat dari pekerjaan, 

waktu dan pekerjanya. Umumnya di Desa Tenggiring saat ini untuk 
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upah buruh tani perempuan berkisar antara 20.000-25.000 untuk setiap 

orang dan waktu pekerjaannya adalah muali pagi sampai siang. Jika 

untuk buruh tani laki-laki disesuaikan dengan waktu dan apa yang 

dikerjakan, misalnya untuk buruh tani laki-laki yang bekerja untuk 

mencangkul atau pekerjaan yang sejenisnya itu upahnya berkisar sekitar 

60.000 dan waktunya adalah pagi sampai siang dan dilanjutkan lagi 

setelah istirahat siang sampai sore sekitar pukul 15.30-16.00, atau upah 

tersebut biasanya  tergantung dari pemberi upah dan disesuaikan upah 

pada umumnya yang dianut oleh warga desa tenggiring.60 

Selain itu, ada juga pekerjaan atau profesi lain yang dijadikan 

tumpuan hidup bagi masyarakat Tenggiring meskipun hanya sebagian 

kecil saja dari mereka yang melakukannya, antara lain seperti tukang 

kayu, peternak, guru, PNS, penjahit, dan lai-lain. Meskipun demikian, 

dari semuanya tetap lebih mengandalkan dari hasil pertanian mereka, 

keterangan lebih lanjut mengenai pekerjaan-pekerjaan dan pendapatan 

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:61  

Tabel 4.1 

Pekerjaan/ Profesi Penduduk Desa Tenggiring 

Pekerjaan/ Profesi Jumlah 

Petani 237 orang 

Buruh tani 964 orang 

Pemilik usaha pertanian 5 orang 

Tukang kayu 5 orang  

                                                 
60 Asir, Wawancara, 16 Mei 2015. 
61 Buku Register Penduduk Desa Tenggiring 2014. 
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Tukang batu 8 orang 

Tukang sumur 5 orang 

Penjahit 4 orang 

Guru swasta 17 orang 

PNS 8 orang 

Guru swasta 17 orang 

Pedagang keliling 57 orang 

Buruh migrant 48 orang 

Karyawan perusahaan swasta 14 orang 

 

B. Pelaksanaan Penarikan Persenan Tanah Persilan oleh Polisi Hutan di Desa 

Tenggiring 

Praktik penarikan persenan tanah persilan oleh polisi hutan disini 

adalah proses bagaimana penarikan persenan atau bagi hasil panen yang 

dilakukan oleh polisi hutan terhadap masyarakat Desa Tenggiring yang 

menggunakan lahan persilan (tanah perhutani). Keterangan atau penjelasan 

yang dikemukakan mengenai praktik penarikan persenan tanah persilan oleh 

polisi hutan di desa di Desa Tenggiring adalah mengenai beberapa hal, yaitu 

penjelasan tentang tanah persilan dan polisi hutan, latar belakang terjadinya 

penarikan persenan tanah persilan, mekanisme penarikannya dan dampak 

yang ditimbulkan.  

Semua data atau keterangan mengenai tanah persilan dan praktik 

penarikan persenannya tersebut berdasarkan hasil wawancara kepada pihak-

pihak yang bersangkutan, seperti pengguna lahan persilan, petani sekitar 

persilan, serta polisi hutan. Beberapa hal tersebut dijelaskan lebih jauh dalam 

pembahasan di bawah ini. 
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1. Tanah persilan dan polisi hutan 

Seperti pada umumnya kehidupan masyarakat pedesaan, 

masyarakat desa lebih sering menghabiskan waktu mereka di persawahan 

atau ladang yang mereka miliki, hal ini disebabkan karena mayoritas dari 

mereka adalah petani yang mata pencahariannya diperoleh dari hasil 

sawah atau berladang. 

Petani yang ada di desa tidak semuanya adalah berladang atas 

tanah miliknya sendiri,  sebagian dari mereka ada yang menggarapkan 

sawah milik orang lain atau yang disebut dengan buruh tani dan ada pula  

yang berladang atas sawahnya sendiri. Selain itu, ada juga dari mereka 

yang pada awalnya tidak memiliki lahan untuk bertani kemudian 

membuka lahan di area tanah milik perhutani untuk mereka tanami yang 

kemudian disebut dengan tanah persil atau persilan oleh penduduk 

setempat. Jadi yang dimaksud dengan tanah persilan adalah tanah milik 

pemerintah (perhutani) yang dijadikan kawasan persawahan oleh 

penduduk setempat atau dalam hal ini adalah tanah milik pemerintah 

(perhutani) yang digarap oleh masyarkat Desa Tenggiring.62 

Sedangkan polisi hutan atau polisi kehutanan adalah pejabat 

tertentu dalam lingkungan instansi kehutanan pusat dan daerah yang 

sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan atau 

                                                 
62 Rochmat, Wawancara, Lamongan, 16 Mei 2015. 
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melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang 

diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan 

konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.63 

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 

2004 Tentang Perlindungan Hutan Pasal 36 dijelaskan mengenai 

kewenangan polisi hutan yang berbunyi:  

(1) Wewenang Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 32 meliputi kegiatan dan tindakan kepolisian khusus di 

bidang kehutanan yang bersifat preventif, tindakan 

administratif dan operasi represif. 

(2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan 

atau wilayah hukumnya; 

b. memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan 

dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan 

atau wilayah hukumnya; 

c. menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana 

yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; 

d. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak 

pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil 

hutan; 

e. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka 

untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan 

f. membuat laporan dan menandatangani laporan tentang 

terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, 

kawasan hutan, dan hasil hutan. 

 

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa tugas atau 

wewenang polisi hutan adalah untuk melakukan patroli, menerima 

laporan, memeriksa surat-surat, membuat laporan, serta tugas lainnya 

yang berkaitan dengan kawasan hutan dan hasil hutan. 

2. Latar belakang penarikan persenan 

Sebelum membahas tentang bagaimana latar belakang penarikan 

                                                 
63 http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_Kehutanan_Indonesia, diakses pada tanggal 14 Mei 2015. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_Kehutanan_Indonesia
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persenan atas tanah persilan, perlu kiranya dibahas terlebih dahulu 

mengenai latar belakang terjadinya atau terbentuknya tanah persilan. 

Seperti yang telah dijelaskan di atas mengenai pengertian tanah persilan, 

yakni tanah milik perhutani yang dikelolah atau dijadikan lahan pertanian 

oleh penduduk setempat. Terbentuknya tanah persilan ini berlatar 

belakang pada kebutuhan ekonomi penduduk setempat akan lahan 

garapan atau sawah untuk dijadikannya sebagai tempat berladang, bagi 

mereka yang tidak mempunyai sawah sendiri biasanya lebih 

mengandalkan jasa buruh tani. Oleh karena itu, mempunyai sawah untuk 

berladang adalah hal yang mutlak diperlukan bagi seorang petani dan bisa 

dijadikan sebagai penopang kebutuhan hidup mereka.64 

Selain itu, hal ini juga didukung dengan banyaknya lahan 

perhutani di Desa Tenggiring yang pada saat itu masih kosong dan tidak 

ada yang menanami kecuali pepohonan jati, arboria, mahoni dan lain-

lainnya. Oleh karena itu, polisi hutan atau yang lebih dikenal dengan 

istilah mandor oleh penduduk setempat menghimbau masyarakat Desa 

Tenggiring yang berkenan untuk memakai lahan tersebut sebagai lahan 

bertanam, dan sebagai imbalannya polisi hutan akan mendapat bagian 

tiap kali pengguna sawah panen. Jadi, penarikan persenan atas tanah 

persilan ini terjadi hanya untuk mereka yang menggunakan lahan 

perhutani sebagai tempat berladang, dan sebagai rasa terimakasihnya 

mereka memberikan persenan panen atau bagi hasil atas garapan mereka 

                                                 
64 Fathoni, Wawancara, Lamongan, 16 Mei 2015. 
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setiap kali mereka panen yang harus diserahkan kepada polisi hutan 

(mandor).65 

Hal itu menjadi sebuah kebiasaan yang turun temurun sampai saat 

ini, dimana orang yang tidak mempunyai sawah bebas membuka lahan 

persilan selama lahan tersebut belum ada yang menggarap atau 

menempati, sehingga mereka bisa membuka lahan yang mereka butuhkan 

untuk berladang meskipun pada dasarnya mereka tidak memiliki sawah 

atas nama sendiri untuk dijadikan sebagai lahan garapan. 

3. Peralatan dan bibit tanaman 

Dalam pelaksanaan muza>ra’ah atas tanah persilan yang ada di 

Desa Tenggiring Sambeng Lamongan ini, polisi hutan hanya 

menyediakan lahan perhutani yang belum ada penggarapnya, sedangkan 

para penggarap atau petani memiliki peran yang begitu besar dalam kerja 

sama ini. Para penggarap menanggung semuanya sendiri dan polisi hutan 

tidak ikut andil sama sekali untuk menentukan jenis bibit apa yang akan 

ditanam serta peralatan apa yang akan dibutuhkan dalam penggarapan 

lahan persilan tersebut. Jadi, baik yang menyangkut pembukaan lahan 

persilan untuk dijadikan lahan garapan, benih yang akan ditanam, 

peralatan yang dibutuhkan dalam proses penggarapan, serta perawatan 

tanaman yang menjadi objek dari kerjasama (muza>ra’ah) ini semuanya 

menjadi tanggungan penggarap.66 

 

                                                 
65 Romli Muhadi, Wawancara, Lamongan, 20 Mei 2015. 
66 Supirin, Wawancara, Lamongan, 16 Mei 2015. 
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Berikut skema muza>ra’ah tanah persilan antara polisi hutan dan 

petani yang ada di Desa Tenggirng Sambeng Lamongan:  

 

- Lahan persilan  -    Jasa/ keahlian 

- Benih tanaman 

- Peralatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Mekanisme penarikan persenan 

Setelah tercapainya tujuan dari muza>ra’ah maka tibalah saatnya 

berlanjut kepada pembagian keuntungan atau bagi hasil. Pada umumnya, 

bagi hasil atau dalam hal ini adalah muza>ra’ah atas tanah persilan antara 

para petani selaku penggarap dengan mandor (polisi hutan), pembagian 

keuntungan ditentukan saat awal akad berlangsung, seperti ½ : ½, 2/3 : 

1/3, atau semacamnya. Akan tetapi, pada kasus muza>ra’ah tanah persilan 

Polisi Hutan Penggarap 

Hasil Pertanian/ Panen 

Tanah Persilan 

Perjanjian Bagi Hasil 
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yang ada di Desa Tenggiring ini pembagian keuntungan akan ditentukan 

saat penggarap telah panen. Jadi, banyak sedikitnya keuntungan bagi hasil 

bersifat kondisional dan tergantung dari hasil panen lahan persilan.67 

Dalam mekanisme penarikan bagi hasilnya, biasanya mandor 

punya bawahan sendiri yang memegang wilayah persil tertentu. Seperti 

yang dijelaskan Ibu Suyatin salah satu pelaku dari bagi hasil tanah 

persilan ini, beliau menjelaskan bahwa setiap tanah persilan ditangani 

oleh pemegang atau pelaku penarikan yang berbeda, misalnya tanah 

persilan bagian barat atau yang disebut dengan sawah sakaran ditangani 

oleh Bapak Mustaqim, tanah persilan bagian utara atau yang disebut 

dengan sawah lencong ditangani oleh Bapak Ridlwan.68 

5. Jenis tanaman dan besar penarikan persenan tanah persilan 

Adapun jenis tanaman yang biasanya ditanam penduduk Desa 

Tenggiring di sawah persilan biasanya beragam macamnya, antara lain 

seperti jagung, kacang, dan juga padi sesuai dengan tinggi rendahnya 

tanah persilan yang mereka kelolah. Akan tetapi, jenis tanaman yang 

biasanya masuk daftar penarikan panen tanah persilan ialah jagung dan 

padi saja. Hal ini dikarenakan hasil dari dua jenis tanaman ini adalah yang 

paling besar atau menggiurkan.69 

Sedangkan untuk penarikan persenan hasil panennya yang 

diserahkan kepada polisi hutan sendiri juga menyesuaikan dari besar 

                                                 
67 Suyatin, Wawancara, Lamongan, 20 Mei 2015. 
68 Ibid. 
69 Supadmi, Wawancara, Lamongan, 15 Agustus 2015. 
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kecilnya panen mereka dan tidak dipengaruhi jenis tanaman apa yang 

mereka tanam, jadi apabila hasil panen dari pengguna persilan ini 

melimpah maka persenan yang diberikan kepada polisi hutan juga 

lumayan banyak begitu juga sebaliknya. Seperti yang dijelaskan oleh 

Bapak Mustaqim selaku pihak yang menerima persenan tanah persilan,  

beliau mengatakan apapun jenis tanaman yang ditanam pengguna lahan 

persilan tidak mempengaruhi besar penarikan pesenan panennya, karena 

disini yang menjadi patokan adalah hasil panennya bukan jenis 

tanamannya.70 

Berikut contoh besar rincian penarikan persenan yang berikan 

kepada polisi hutan:71 

No. Nama 
Jenis 

Tanaman 

Hasil Panen Penarikan 

Persenan Berat  Uang  

1.  Supirin  Jagung  16 KW Rp. 4.000.000 Rp. 250.000 

Padi    6 KW Rp. 3.000.000 Rp. 150.000 

2. Suyatin  Jagung  8,7 KW Rp. 2.012.000 Rp. 100.000 

Padi    5 KW Rp. 2.500.00 Rp. 130.000 

3. Katimin  Jagung   10 KW Rp. 2.500.000 Rp. 125.000 

Padi    5 KW Rp. 2.500.000 Rp. 125.000 

 

6. Alokasi uang penarikan persenan tanah persilan 

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas mengenai mekanisme 

penarikan persenan, besar jumlah persenan, kita bisa mengetahui bahwa 

penarikan ini bukanlah sebuah paksaan karena dalam penentuannya baik 

pihak penggarap maupun pihak polisi hutan keduanya telah 

bermusyawarah mengenai berapa yang harus diserahkan kepada pihak 

                                                 
70 Mustaqim (penarik persenan), Wawancara, Lamongan, 15 Agustus 2015 
71 Ibid., 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

52 

 

polisi hutan atas bagi hasil dari tanah persilan yang mereka kelola. 

Adapun fungsi dari penarikan ini Bapak Marji selaku polisi hutan 

Desa Tenggiring menjelaskan bahwa pada awal mula dibukanya lahan 

persilan di kawasan tanah perhutani, antusias masyarakat setempat sangat 

tinggi sehingga tak begitu lama banyak lahan milik perhutani yang sudah 

dijadikan lahan garapan oleh masyarakat setempat, yakni masyarakat 

Desa Tenggiring Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan.72 

Sedangkan untuk penarikan persenannya sendiri beliau 

menjelaskan bahwa pada mulanya uang tersebut adalah uang yang 

diberikan oleh penggarap tanah persilan sebagai bentuk terimakasih 

mereka  karena sudah diperbolehkan untuk menggarap tanah milik 

kawasan perhutani. Jadi, uang tersebut dianggap sebagai hak polisi hutan 

atas diperbolehkannya mereka menggarap tanah persilan, serta hal itu 

sudah berlangsung begitu lama sehingga sampai sekarang penggarap 

beranggapan bahwa setiap kali panen ada bagian tertentu dari hasil panen 

yang harus diserahkan kepada polisi hutan. 73 

7. Batas akhir waktu bagi hasil tanah persilan 

Sebagaimana kontrak atau akad mua>malah pada umumnya, akad 

muza>ra’ah atas tanah persilan oleh polisi hutan dengan petani di Desa 

Tenggiring Sambeng Lamongan ini pun juga memiliki batas waktu 

penggarapan, yakni pengguna tanah persilan diperbolehkan menggunakan 

                                                 
72 Marji (Polisi Hutan), Wawancara, Lamongan, 15 Agustus 2015. 
73 Ibid., 
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lahan tersebut sampai tanaman atau pohon milik perhutani dianggap besar 

atau sekitar 15 tahun. Akan tetapi, dengan seiring berjalannya waktu 

aturan ini sudah tidak berlaku, jadi penggarap tetap diperbolehkan 

menggarap lahan persilan tersebut meskipun tanaman milik perhutani 

sudah dinggap besar atau mencapai usia 15 tahun.74 

8. Dampak yang ditimbulkan 

Sebagaimana yang telah dijelaskan mengenai ketentuan dan 

praktik muza>ra’ah atas tanah persilan antara petani dan polisi hutan 

(mandor) di Desa Tenggiring Sambeng Lamongan di atas, kerja sama ini 

sebenarnya memiliki banyak dampak yang positif bagi penduduk 

setempat, bagi mereka para petani yang tidak memilki lahan persawahan 

untuk bertanam menjadi bisa menanam di area persilan (tanah perhutani) 

untuk menopang kebutuhan hidup mereka. Selain itu, penarikan persenan 

panen yang dilakukan polisi hutan pada tiap panennya juga terbilang tidak 

begitu besar dan bersifat tidak memaksa, jadi penggarapan tanah persilan 

ini secara tidak langsung bisa mendongkrak ekonomi masyarakat 

setempat pada umumnya dan bagi petani setempat pada khusunya. Hal ini 

dikarenakan petani yang pada mulanya tidak memiliki lahan garapan 

untuk ditanami dengan adanya lahan persilan mereka tetap bisa bercocok 

tanam meskipun pada dasarnya lahan tersebut bukanlah milik mereka.75 

                                                 
74 Ibid.,  
75 Muna’im (Tokoh Masyarakat), Wawncara, Lamongan, 20 Mei 2015. 


